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KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

KABUPATEN TULANG BAWANG

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR 002 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala
Kampung tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang
dan KabupatenDaerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3667)

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
APBN;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Penyusunan Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
6);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018,
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat
Desa

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
963);



17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran,
dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Pagar Dewa
dan Kecamatan Rawajitu Timur;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 03);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07
Tahun 2019 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Kampung;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09
Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2019 Nomor 09);

23.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum di Kampung Tahun Anggaran
2021;

24.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Aset Kampung;

25.Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor

B/283/BG.III/TB/2001 Pembentukan Kampung Detinif;

26.Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor
B/219/1.1/HK/TB/2022 Tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2022;

27.Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kampung berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan local berskala lokal
kampung;

28.Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 01
Tahun 2022 Tentang RPJMKamp Bumi Dipasena Mulya
tahun 2022-2028;

29. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 008



Menetapkan

Tahun 2023 Tentang RKPKam Bumi Dipasena Mulya tahun
2024,

30.Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 02
Tahun 2023 Tentang RAPBKam Bumi Dipasena Mulya
tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN KELUARGA  SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan
Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu
Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kampung.

5. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan
Peraturan Kampung maupun keputusan yang lain.

8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Kampung
sesuai dengan Kkriteria yang ditetapkan dalam peratuan
perundang-undangan.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT
Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah
Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Kampung untuk berhak menerima BLT Desa.



BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2
Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada
keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

(1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang
berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar
dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat)
data pensasaran percepatan penghapusan Kkemiskinan
ekstrem.

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota Kkeluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4
Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah
mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima
manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu
Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5
Penetapan nama-nama Kkeluarga miskin ekstrem sasaran
penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa
ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6
(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua
belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan
kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap



bulan; dan
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Kampung;
b. Camat;
c. DPMK/K Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam
Berita Kampung Bumi Dipasena Mulya

___Ditetapkan di : Kampung BD Mulya
""" 'Pada tanggal : 01 Februari 2024
) KEPALA KAMPUNG BD MULYA

\-i:ﬁf; #:#: SUTANTO,S.Pd.1

Diundangkan di Kampung BD Mulya
Pada tanggal : 01 Februari 2024
SEK ARIS KAMPUNG BD MULYA




LAMPIRAN Peraturan Kepala Kampung BD Mulya

Nomor

Tanggal :
Tentang :

: 02 Tahun 2024

01 Februari 2024

Penetapan

Keluarga

Sasaran

Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

TAHUN 2024
NO. NAMA L/P NIK PEKERJAAN ALAMAT LENGKAP
DUSUN | RW | RT
@ @ B3 @ G ©
1 SUDARNO L 1805180206670004 | NELAYAN/ BLOK 08-04-10 001 | 002
) PERIKANAN
SURIP 1805182001650002 | NELAYAN/ BLOK 08-16-05
2. L PERIKANAN 002 | 008
3 EDI YUSUP L 1805182706640001 | NELAYAN/ BLOK 08-24-03 003 | 012
) PERIKANAN
SUGIMAN 1805180902650003 | NELAYAN/ BLOK 08-39-04
4. L PERIKANAN 004 | 020
5 ITO BIN KARTO L 1805182002080025 | NELAYAN/ BLOK 08-50-10 005 | 025
) PERIKANAN
6 MUHAMAD YUSUF L 1805182004680004 | NELAYAN/ BLOK 08-53-01 006 | 027
) PERIKANAN
YAHYA 180903050483000 NELAYAN/ BLOK 09-04-05
7. L PERIKANAN 007 | 002
SUHAR]JO 1805182712670004 | NELAYAN/ BLOK 09-15-06
8. L PERIKANAN 008 | 008
SURYADI 1812051509860004 | NELAYAN/ BLOK 09-25-08
9. L PERIKANAN 009 | 013
AGUS SUPARMAN 1805182312730001 | NELAYAN/ BLOK 09-35-03
10. L PERIKANAN 010 | 018
11. KOLILAH p 1805184908680002 | IRT BLOK 09-44-03 011 | 022
KHAIRIL ANWAR 1805181109660003 | NELAYAN/ BLOK 09-35-03
12. L PERIKANAN 012 | 029
13 MUHAMMAD MUCHTAR L 1805061605830003 | WIRASWATA | TATAKOTA 013 | 003

f_KEPALA KAMPUNG BD MULYA







